DINAS PENDIDIKAN

Alamat N Abdul Majid Pataropraralk e Topeypdoab Mamupe Tengal 91 564 Q

KEPUTUSAN

—— PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/ 206 b/DISDIK/SK/V2017

TENTANG

IZIN OPERASIOANAL SD INPRES MORA |
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017

Menimbang : a. Bahwn dalam rangka legalitas penyclenggaran Pendidikan Seckolab
Dasar Inpres Mora | harus memiliki Izin operasional.

b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan lzin Operasional Lembaga
S scbagnimana pada huruf a di masadalah Dinas Pendidikan
Kabupaten Mamuju Tengah.

c. Bahwa untuk menerbitkan [zin Operasional sebagaimana
pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju
Tengah,
Mengingat - 1. Undang-UndangNomor 2() Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3839):

3. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 temangPerimbanganKeuangan
lik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahanl émbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten
Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barmat (lembarsn Negars
Republik Indonesia Nomor 24 TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4186)

5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemenntahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahPenggantiUndang
-UndangNomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasUndang-
UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S589)

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 4
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

tentang  Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan:

Republik Indonesia Nomor 5410):

Memperhatikan - I. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 teniang 1t
meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pend
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PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

() DINAS PENDIDIKAN

Viamat: Ji Abdul Majid Patiaropurakec  Topoyok ab Mumuju Tengah 91564

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/ 226 < /IDISDIK/SK/V/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR INPRES MORA 1
KABUPATEN MAMUJU TENGAHTAHUN 2017

Menimbang : a

Mengingat : 1.

Bahwa kewenangan vang wajib dilaksanakan daerah prvinsi /
kabupaten sehagaimana diatur dalm undang -undang Nomor 22
Tahun)|99%engtang  pemeriniah  daerah meliputi  antara lain
kewenagan di bidang pendidikan

Bahwa ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b peraturan pemerintah nomor
25 whun 2000 ielah ditctapkan kepputusan menteri pendidikan
nasional nomor 053/U/200] tentang pedoman penyusunan stndar
pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan
dasar dan menengah ;

hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan keputusan kepala
dinas pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah tentang izin pendinan
sekolah dasar,

Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ):
Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 temtang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan Dasar
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahunl

Tambahan Lembaran Negara Nomor3412sebagai mana telah di ubah
dengan peraturan pemrintah nomor 55 tahunl 198)lembaran negara
republik indonesia 1198 Nomor 1190 tambahan lembar negara 3767,
Peraturan  pemerintah Nomor 38 Tahun 1992tentang  tenaga
kependidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahunl992Nomor 68, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia
Nnmrm)mgimmwlm&uhhdamhmm
Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2000.

Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta
masyarakat,dalam pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3485;

Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
;l:mm 91.Tambahan Lembaga Negara Repul
64 ) iy









